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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya insiden yang menimpa
wisatawan yang sedang berwisata di pantai Kedungtumpang
Tulungagung menjadi salah satu bukti lemahnya standar keamanan
terhadap wisatawan di pantai Kedungtumpang. Hal tersebut terjadi karena
kurangnya sarana dan prasarana keselamatan serta penjagaan oleh pihak
pengelola.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana
standar keamanan bagi wisatawan di Kabupaten Tulungagung
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
Tulungagung? 2) Bagaimana implementasi keamanan bagi wisatawan di
Pantai Kedungtumpang? 3) Bagaimana keamanan bagi wisatawan di
Pantai Kedungtumpang Kabupaten Tulungagung dalam perspektif figh
siyasah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian hukum empiris (sosiologis), dimana penulis secara
langsung turun ke lapangan uutuk melakukan observasi mencari data
yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui
observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Standar keamanan bagi wisatawan
di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tulungagung diatur secara
khusus dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan
Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata.
Namun, terdapat beberapa peraturan yang mengatur aspek keamanan dan
keselamatan wisatawan di tempat wisata yang ada pada pasal 6 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan
Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan
Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia menjelaskan bahwa
keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah menjelaskan laut
Indonesia dan wilayah vyurisdiksi Indonesia harus memperhatikan
keamanan terkait rencana pembangunan nasional, kondisi sosiologis, dan
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demografis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
perkembangan lingkungan strategis, dan indeks keamanan pantai. 2)
Implementasi keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang
tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata. Namun fakta
dilapangan belum sesuai dilaksanakan. Banyak kelemahan dan
kekurangan pendanaan yaitu tidak adanya ruang/area kantor dan juga
APAR, kurangnya SDM dan kendala biaya, dan tidak memiliki menara
pengawas. 3) Keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang
Kabupaten Tulungagung dalam perspektif figh siyasah berkaitan dengan
hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Hal ini berdasarkan dalil al-
qur’an surat An-Kabut ayat 20 menjelaskan bahwa pariwisata dengan
berlandaskan pada konsep yang Islami memberikan ketenangan hati dan
jiwa bukan berarti membatasi kegiatan manusia. Pada sistem
pemerintahan di dalam agama Islam seperti khalifah, kepala negara atau
imam adalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur
kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama.
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This study was motivated by an incident involving tourists visiting
Kedungtumpang Beach in Tulungagung, which serves as evidence of the
weak safety standards for tourists at Kedungtumpang Beach. This
occurred due to the lack of safety facilities and infrastructure, as well as
inadequate supervision by the management.

The research questions in this study are: 1) What are the safety standards
for tourists in Tulungagung Regency based on Tulungagung Regency
Regulation No. 2 of 2017 on the Master Plan for Tourism Development
in Tulungagung Regency? 2) How is safety implemented for tourists at
Kedungtumpang Beach? 3) What is the safety of tourists at
Kedungtumpang Beach in Tulungagung Regency from the perspective of
figh siyasah?

The research method used in this study is an empirical legal research
method (sociological), where the author directly went to the field to
conduct observations and collect the necessary data. The data collection
techniques in this study include observation, interviews, literature review,
and documentation.

The results of this study are: 1) Safety standards for tourists in
Tulungagung Regency, as stipulated in Tulungagung Regency Regulation
No. 2 of 2017 on the Master Plan for Tourism Development in
Tulungagung Regency, are specifically regulated in Ministry of Tourism
and Creative Economy Regulation No. 4 of 2021 on Standards for
Business Activities in the Issuance of Business Licenses in the Tourism
Sector. However, there are several regulations governing the safety and
security of tourists at tourist sites, as stipulated in Article 6(1) of the
Government Regulation of the Republic of Indonesia on the
Implementation of Safety, Safety, and Law Enforcement in Indonesian
Waters and Indonesian Jurisdictional Areas, which states that safety and
law enforcement in Indonesian waters and Indonesian jurisdictional areas
must take into account national development plans, sociological and
demographic conditions, advancements in science and technology,
strategic environmental developments, and coastal safety indices. 2) The
implementation of safety for tourists at Kedungtumpang Beach is outlined
in the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy/Head
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of the Tourism and Creative Economy Agency of the Republic of
Indonesia Number 4 of 2021 on Standards for Business Activities in the
Issuance of Business Licenses in the Tourism Sector. However, the
situation on the ground does not yet align with these regulations. There
are many weaknesses and funding shortcomings, including the absence
of office space/areas and fire extinguishers, insufficient human resources
and cost constraints, and the lack of a surveillance tower. 3) Safety for
tourists at Kedungtumpang Beach in Tulungagung Regency, from the
perspective of figh siyasah, relates to the relationship between the
government and the people. This is based on the Quranic verse in Surat
An-Kabut, verse 20, which explains that tourism based on Islamic
concepts brings peace of mind and soul, not limiting human activities. In
the Islamic governance system, such as the caliphate, the head of state or
imam is someone chosen by the people to manage and regulate their
interests for the common good.
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